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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan 

Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu:  

a. Penetapan Kebijakan Pesisir 

b. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir 

c. Pembinaan Masyarakat Pesisir 

d. Mitigasi dan Pelestarian Lingkungan 

e. Koordinasi Antar Lembaga 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan 

Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu: 

a. Pencemaran (Polution) 

b. Penurunan Keanekaragaman Hayati (biodiversity Loos) 

c. Bencana alam (Natural Hazards) 

d. Keterbatasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Mengendalikan 

Dampak Perubahan Bentang Alam 
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3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan 

Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang 

yaitu: 

a. Penanggulangan Pencemaran (Polution) 

b. Pelestarian Keanekaragaman Hayati 

c. Upaya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam 

d. Strategi Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dalam Mengantisipasi 

Perubahan Bentang Alam 

B. Saran 

1. Agar Pemerintah Kota Padang Memperbarui Peraturan Wali Kota Nomor 

31 Tahun 2015, supaya dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi pesisir lebih 

responsif terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan 

pesisir, seperti penangkapan ikan destruktif dan pengerukan pasir ilegal, 

harus konsisten agar efek jera tercapai. 

2. Agar Masyarakat Menjaga Kelestarian Pesisir, untuk peningkatan 

kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam 

menjaga kelestarian pesisir, seperti melalui program konservasi mangrove, 

restorasi terumbu karang, dan pengelolaan sampah. 

3. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi 

berkelanjutan dan mengembangkan usaha ekonomi berbasis lingkungan. 

Misalnya, ekowisata, budidaya ikan ramah lingkungan, dan produk 

turunannya, agar kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa merusak 

ekosistem. 
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4. Agar Pemerintah Kota Padang berperan aktif dalam pengawasan dan 

pelaporan. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas lokal 

(community monitoring) terhadap aktivitas yang dapat merusak pesisir, 

serta melaporkan pelanggaran kepada pemerintah atau aparat terkait
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